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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul, “Perspektif Hukum Pidana terhadap Kepemilikan Senjata Tajam 

Tradisional (Kudok)  dalam Masyarakat Adat Kota Pagaralam.” Penulisan skripsi ini 

dilatarbelakangi dengan adanya penggunaan senjata tajam yang tinggi oleh masyarakat  Pagaralam 

untuk kegiatan berkebun. Hal ini dapat memperbesar peluang terjadinya tindak pidana. Pembahasan 

dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana terhadap 

penggunaan senjata tajam tradisional (kudok) bagi masyarakat Adat Kota Pagaralam. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kota Pagaralam. 

Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan Tokoh Adat Kota Pagaralam dan Polres Kota 

Pagaralam. Selanjutnya penulis menggunakan analisis kualitatif, dasar hukum yang berhubungan 

dengan penelitian ini adalah Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal 2 tentang senjata 

tajam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa tingkat penggunaan senjata tajam di Kota Pagaralam 

tinggi. Akan tetapi, sering ditemukan penyalahgunaan kudok  yang dilakukan oleh masyarakat. Maka 

dari itu, pihak Polres Kota Pagaralam harus meningkatkan upaya pre-emtif, preventif dan represif, 

serta harus bekerjasama dengan Kepala Lembaga Adat dalam mensos ialisasikan penggunaan kudok  

yang tepat sesuai tempat dan waktu agar tidak terjadi benturan antara adat istiadat dan hukum positif 

yang berlaku. 

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisonal, Penanggulangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Barat, 

hukum Islam dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik 

perdata maupun pidana berbasis pada Hukum Barat (Eropa Kontinental), 

khususnya Belanda disebabkan oleh sejarah masa lalu karena Indonesia 

pada masa itu merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda 

(Nederlandsch Indie). Hukum Islam, karena mayoritas penduduk bangsa 

Indonesia beragama Islam, sehingga dominasi hukum Islam lebih banyak 

terutama di bidang hukum keluarga. Hukum Adat, juga berlaku di Indonesia 

sebagai penerusan dari aturan setempat dari masyarakat dan budaya- budaya 

yang ada di wilayah nusantara. 1 

Hukum pidana merupakan sebagian daripada keseluruhan hukum 

yang berlaku di Indonesia, yang memuat dasar- dasar dan aturan untuk 

menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kemudian, juga menentukan 

 

 

 

 

 

 

1 Hanafi Arief, 2016. Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi 
Aksara, hlm 1. 
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kapan dan hal- hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-  

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. 

Kemudian juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.2 

Hukum pidana juga dapat dibagi kedalam hukum yang 

dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Adapun yang 

dikodifikasikan artinya adalah yang dimuat dalam undang- undang. 

Sedangkan yang tidak terkodifikasikan adalah yang tersebar diluar 

kodifikasi perundang- undangan tersendiri.3 Salah satunya adalah hukum 

adat yang masih berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia. 

Masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional atau the 

indigenous people adalah suatu komunitas antropologis yang bersifat 

homogeny dan secara berkelanjutan mendiami sautu wilayah tertentu, 

mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau 

mereka, merasa dirinya dipandang oleh pihak luar sebagau berasal dari satu 

nenek moyang yang sama dan mempunyai identitas dan budaya yang khas 

yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah 

 

 

 

 

 

 

 

2 Moeljatno, Azas- Azas Hukum Pidana, dalam Andy Hamzah, 2017, Hukum Pidana 

Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4 
3 Ibid, hlm. 14 
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selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur 

sistem politik yang ada.4 

Hukum yang mengatur masalah harta benda dan kekeluargaan dan 

terdapat juga hukum delik adat yang dapat juga disebut sebagai Hukum 

Pidana Adat, atau hukum pelanggaran adat. Hukum delik adat adalah aturan-  

aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang 

beraibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu 

diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Adat banga 

Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu 

berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam 

keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan dan peradaban 

bangsanya.5 

Masyarakat hukum adat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat 

sehari- hari telah menterjemahkan kebiasaan hukum adat mereka menjadi 

hukum adat yang umumnya mempunyai bentuk yang tidak tertulis. Hukum 

tersebut hidup (living law) dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat dan 

telah banyak bukti konkrit bahwa masyarakat hukum adat lebih mematuhi 

peraturan hukum adatnya daripada peraturan perundang- undangan yang 

 

 

 

 

 

4 Albar Sentosa, 2018. Hak Masyarakat Hukum Adat, Kampus Unsri Palembang: UPT 

Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, hlm.1 
5 Feri Kurniawan, 2016. “Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum 

Pidana Nasional”, Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis, Volume 2, Nomor 2, hlm. 11. Diakses 

pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 08:30 WIB. 
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dibuat oleh pemerintah.6 Salah satunya dengan kepemilikan senjata tajam 

tradisional yang ada pada masyarakat adat. 

Salah satu masyarakat adat yang ada di Sumatera Selatan adalah 

masyarakat adat Besemah Kota Pagaralam. Banyak sekali corak budaya dan 

kebiasaan masyarakat yang menjadi ciri khas, salah satunya kudok betelok 

yang merupakan senjata tajam tradisional yang berasal dari Kota Pagaralam. 

Kudok merupakan bagian yang tidak bisa dipisahakan, serta sering dibawa 

orang- orang zaman dahulu dan selalu terselip dipinggang apalagi ketika 

beraktivitas diluar rumah, seperti kebun dan sawah. Kudok betelok dianggap 

bukan hanya untuk melindungi diri dari orang jahat, namun juga melindungi 

diri dari berbagai macam binatang buas. 7 

Mengenai kepemilikan senjata tajam yang tinggi pada masyarakat 

Kota Pagaralam dapat menimbulkan peluang terjadinya tindak pidana. 

Kejahatan yang sering terjadi pada masyarakat adalah kejahatan dengan 

senjata tajam, karena lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata 

tajam tersebut baik secara resmi maupun tidak.8 Hal ini juga dijelaskan 

dalam Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 

yang berbunyi: “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke 

 

6 Yoga Maheswara, 2020, “Aspek Legalitas Hukum Pidana dengan Hukum Adat”, Jurnal 

Hukum dan Kebudayaan, Volume 1, Nomor 2, hlm.44. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 

10: 45 WIB. 
7 Delta Handoko, https://intens.news/kuduk-betelok-senjata-tajam-berbentuk-oval- 

kebanggaan-pagar-alam/, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 12:45WIB. 
8 M. Syafiudiin, 2020. Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Kepemilikan Senjata Tajam 

berdasarkan Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 

26, Nomor 6, hlm. 727. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 pukul 14:00 WIB. 

https://intens.news/kuduk-betelok-senjata-tajam-berbentuk-oval-kebanggaan-pagar-alam/
https://intens.news/kuduk-betelok-senjata-tajam-berbentuk-oval-kebanggaan-pagar-alam/
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Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan 

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia 

suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, 

of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya 

sepuluh tahun”. 9 

Kebiasaan membawa senjata tajam oleh masyarakat adat Kota 

Pagaralam sangat sulit dipungkiri karena telah menjadi suatu kebiasaan. 

Selain digunakan untuk kegiatan adat, untuk bertani, berkebun, kudok 

betelok bahkan diperjualbelikan secara bebas sebagai tanda cinderamata 

bagi orang- orang yang berkunjung ke Kota Pagaralam. Hal tersebut 

dilakukan untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada, akan 

tetapi tanpa pengawasan yang tepat, hal tersebut dapat bertentangan dengan 

Peraturan Perundang- Undangan yang ada di Indonesia khususnya Undang-  

Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai kepemilikan 

senjata tajam di Indonesia. 

Kepemilikan senjata tajam (kudok) pada masyarakat adat Kota 

Pagaralam banyak yang dilakukan tanpa adanya izin dari aparat penegak 

hukum, dalam hal ini Polres Kota Pagaralam. Sebagai salah satu aparat  

 
 

9 Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah 

“Ordonanntietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 No.17) dan Undang – Undang 

Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984, pasal 2 ayat (1). Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 78 Tahun 1951. 
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Penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat,10 Pihak Kepolisian khususnya Polres Kota 

Pagaralam harus melaksankan tugas, salah satunya adalah membina 

masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum 

masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 

perundang- undangan.11 

Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Dempo Tengah, kepemilikan 

kudok bagi masyarakat Pagaralam memang terbilang tinggi karena 

mayoritas masyarakat Kota Pagaralam bekerja sebagai petani kopi. Kudok 

sendiri terbagi menjadi 2 yaitu kudok yang digunakan untuk kegiatan 

pertanian dan kudok sebagai senjata tradisional. Kudok betelok yang dulu 

sering digunakan sebagai senjata tradisional yang berukuran kecil sudah 

jarang digunakan. Untuk angka kriminal yang terjadi khususnya di daerah 

Dempo Tengah terbilang rendah. Akan tetapi apabila ada masyarakat yang 

terdapat membawa kudok tanpa adanya kegiatan untuk berkebun, maka akan 

segera disita dan diberikan teguran. 

Sebagai upaya preventif terhadap tingginya kepemilikan senjata 

tajam (kudok) dalam masyarakat adat Kota Pagaralam, harus ada 

pengawasan dan peraturan yang lebih ketat mengenai kepemilikan kudok 

tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan serta dapat  

10 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

pasal 13. Tambahan Lemrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168. 
11 Ibid, pasal 14 (1) huruf c. 
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merugikan baik dari aparat penegak hukum sendiri maupun dari masyarakat 

adat Kota Pagaralam. 

Dari penjabaran yang telah dijelaskan penulis di atas, agar tidak 

terjadi penjabaran yang terlalu luas dan dapat lebih fokus ke permasalahan 

yang sedang diteliti, maka penulis menetapkan untuk melakukan penelit ian 

guna menyusun sebuah skripsi dengan judul: PERSPEKTIF HUKUM 

PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM 

TRADISIONAL (KUDOK) DALAM MASYARAKAT ADAT KOTA 

PAGARALAM. 

B.  Rumusan Masalah 

 

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan senjata 

tajam tradisional (kudok) dalam masyarakat adat Kota Pagaralam? 

2.  Bagaimana peranan Polres Kota Pagaralam dalam menanggulagi jumlah 

kepemilikan senjata tajam tradisional (kudok) yang tinggi dalam 

masyarat adat Kota Pagaralam? 

C.  Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dibuat 

oleh penulis adalah: 
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1.  Untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan 

senjata tajam tradisional (kudok) dalam masyarakat adat Kota 

Pagaralam. 

2.  Untuk mengetahui peranan Polres Kota Pagaralam dalam menanggulagi 

jumlah kepemilikan senjata tajam tradisional (kudok) dalam masyarat 

adat Kota Pagaralam. 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dikemukakan penulis, 

maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna atau manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu, 

khususnya dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan senjata tajam, 

khususnya kudok yang merupakan senjata tajam tradisional khas 

masyarakat adat Kota Pagaralam. 

2.  Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi para praktisi hukum pidana atau aparat penegak hukum yaitu 

Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai 

penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang mempunyai  
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kedudukan yang sama sebagai penegak hukum, terutama dalam penegakan 

hukum dan penemuan hukum tentang senjata tajam khususnya kudok. 

E.  Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup 

skripsi ini hanya memfokuskan bagaimana perspektif hukum pidana 

terhadap kepemilikan senjata tajam dalam hal ini kudok yang merupakan 

senjata tajam tradisional yang ada pada masyarakat adat Kota Pagaralam, 

baik dari jumlah kepemilikan senjata tajam (kudok), serta peranan Polres 

Kota Pagaralam dalam menanggulangi jumlah kepemilikan senjata tajam 

(kudok) tersebut. 

F. Kerangka Teori 

 

Teori merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan 

skripsi karena dapat membantu penulis mencari pokok- pokok 

permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penelitian. Selain itu, teori juga 

berguna untuk mengembangkan bahkan melanjutkan penemuan penelit ian 

sebelumnya agar dapat menciptaka suatu hasil penelitian skripsi yang lebih 

baik lagi. Adapun teori yang digunakan penulis adalah: 

1.  Teori Penegakan Hukum Pidana 

 

Dalam Bahasa Indonesia, istilah penegakan hukum adalah yang 

paling sering digunakan dan demikian pada waktu- waktu mendatang istilah 

tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined). 

Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan 



hlm. 105 
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seperti: rechtstoeapassing, rechtshandhhaving (Belanda),  law enforcement, 

application (Amerika). 12 

Penegakan hukum berfungsi bertujuan untuk memenuhi 

kepentingan manusia. Agar tujuan tersebut terpenuhi, hukum harus 

dilaksanakan. Pelaksanaan penegakan hukum dapat terjadi secara tertib dan 

damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran. Dalam hal ini, 

pelanggaran hukum yang ada harus ditegakkan agar tujuan penegakan 

hukum menjadi suatu kenyataan bukan hanya sekedar yang dicita- citakan 

saja. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, 1 3  

yaitu: 

1.  Kepastian Hukum (rechtssicherheit) 
 

Menurut unsur kepastian hukum ini, hukum dilaksanakan dan 

ditegakkan. Apabila terjadi suatu peristiwa yang konkrit, setiap orang 

mengharapkan ditegakkannya hukum. Suatu hukum yang berlaku pada 

dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justitia ruat coelom ( hukum 

harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh ). Kepastian hukum 

merupakan perlindungan yang selalu ada setiap saat terhadap tindakan 

yang sewenang- wenang. Hal ini berarti seseorang akan selalu 

mendapatkan yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

2.  Manfaat (zweckmassigkeit) 
 

 

 

 

12 Laurensius Arliman, 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. 

Yogyakarta: Deepublish, hlm. 11 
13 Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 
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Menurut unsur ini, masyarakat mengharapkan adanya manfaat 

dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk 

manusia, maka pelaksanaannya harus memberi kegunaan atau manfaat 

bagi masyarakat. Jangan sampai hukum yang berlaku justru 

menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. 

3.  Keadilan (gerechtigkeit) 
 

Dalam penegakan hukum, keadilan sangat diperhatikan oleh 

masyarakat. hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat 

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa 

yang melakukan suatu tindak pidana harus dihukum tanpa membeda-  

bedakan kasta atau kedudukan dari orang tersebut. Sebaliknya keadilan 

bersifat individualistis, dan tidak menyamaratakan. 

 
 

Mengenai penegakan hukum pidana, merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan nilai- nilai mengenai keadilan dalam hukum pidana tentang 

kepastian hukum dan kemanfaatn sosial menjadi kenyataan hukum dalam 

kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan sosial dalam 

setiap hubungan hukum yang ada.14 

Isitlah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum 

adalah bagian dari hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan 

 

 

 

 

 

14  Peter Mahmud,  Marzuki.  2012.  Pengantar Ilmu  Hukum,  Jakarta:  Kencana Prenada, 



16 Satjipto Rahardjo, 1980. Hukum dan Masyarakat, Semarang: Angkasa Bandu, hlm. 
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unsur- unsur dan aturan- aturan. Adapun unsur- unsur tersebut menurut 

Moeljatno, 15 diantaranya: 

a. Menentukan perbuatan- perbuatan yang dilarang dengan disertai 

ancanam atau sanksi berupa pidana tertaentu bagi barang siapa yang 

melanggar aturan tersebut. 

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar 

larangan- larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yaneg telah diancamkan kepadanya. 

c. Menentukan cara bagaimana pengenaan suatu pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melakukan suatu 

perbuatan yang melanggar larangan yang ada. 

2.  Teori Kepatuhan atau Ketaatan Hukum 

 

Hukum merupakan suatu motor penggerak dan menata perilaku 

manusia atau sebagai suatu aturan yang harus ditaati oleh manusia. 

Meskipun hukum dapat dikatakan sebagai kontrol sosial, tetapi terkadang 

hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.16 Tetapi, pada 

hakikatnya manusia tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum yang berlaku 

disuatu tempat yang mereka diami. Kapanpun dan dimanapun masyarakat 

budaya yang ditemukan, selalu ada hukum yang ditemukan pula. Hal ini 

dikarenakan masyarakat sebagai bagian dari adat budaya. 

 

 

 

15 Moeljatno, 1993. Asas- Asas Hukum Pidana, Surabaya: Putra Harsa: hlm. 23 



17 
Ali Achmad, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan  

(Judicial Prudence) termasuk Interpensi Undang- Undang. Bandung: Kencana, hlm. 510 
18 Ibid, hlm. 511 

13 
 

 

Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud dengan teori tersebut 

diantaranya adalah: 

1) Ewick dan Silbey, berpendapat bahwa Kesadaran Hukum mengacu ke 

cara- cara dimana orang- orang dapat memahami hukum beserta 

institusinya, yaitu pemahaman yang memberikan suatu makna kepada 

tindakan dan pengalaman orang- orang.17 

2) Menurut Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum itu terbentuk dalam 

tindakan dan karenanya merukapakan persoalan praktik untuk dikaji 

secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan 

persoalan hukum sebagai perilaku dan bukun sebagai aturan norma atau 

asas.18 

Pelaksanaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah 

satu upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi permasalahan sosial 

terutama di dalam penegakan hukum. Penegakan hukum ini harus disertai 

dengan tujuan agar tercapainya suatu kesejahteraan yang ada di dalam 

masyarakat. Adapun unsur- unsur yang harus terpenuhi agar tujuan hukum 

dapat tercapai diantaranya adalah: 

a. Unsur Yuridis, yaitu terdapat sumber hukum atau suatu peratuan 

yang penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi. 



19 Barda Nawawi Arief, 2009. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan 

Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: Genta Publishing, hlm. 17 
20 Ibid, hlm. 14 
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b. Unsur filosofis, yaitu merupakan unsur yang sesuai dengan cita- cita 

hukum sebagai nilai positif yang tinggi. 

c. Unsur sosiologis, yaitu apabila kaedah tersebut positif, kaedah 

tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun 

keputusan tersebut tidak diterima oleh masyarakat.19 

Unsur – unsur inilah yang harus dipenuhi agar suatu hukum dapat 

tegak dan terlaksananya kontrol sosial terhadap tingkah laku 

masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa kaedah hukum atau faktor-  

faktor yang ada di dalamnya diantaranya peraturan atau hukum itu 

sendiri, aparat penegak hukum, masyarakata dan sarana prasarana tau 

fasilitas. Agar kaedah hukum dapat berfungsi dengan baik, harus ada 

kerjasama yang baik diantara keempat faktor tersebut.20 

3.  Teori Kesadaran Hukum 

 

Kesadaran hukum memiliki pengertian yang terpisah dalam bahasa 

yang kata dasarnya sadar yakni tahu dan mengerti, dimana secara 

keseluruhan memiliki pengertian mengetahui dan mengerti tentang hukum. 

Menurut Ewick dan Silbey , kesadaran hukum mengacu pada bagaimana 

cara orang- oranag memahami hukum serta institusinya, yakni pemahaman 

yang memberikan makna dan pengalaman terdahap tindakan yang 
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dilakukan oleh orang- orang. 21 Selain itu, kesadaran hukum terbentuk 

dalam tindakan dan oleh karena itu merupakan persoalan praktik yang perlu 

diuji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum bukan merupakan 

aturan norma atau asas melainkan hukum sebagai perilaku.22 

Membangun kesadaran hukum dalam diri seseorang bukanlah suatu 

hal yang mudah. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi serta 

pengendali masyarakat. Dalam masyarakat tersebut, dijumpai berbagai 

institusi yang masing- masing diperlukan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya dan memperlancar jalannya kebutuhan- kebutuhan tersebut. 

Dengan fungsi tersebut, masyarakat memerlukan institusi agar kebuthan 

tersebut dapat terpenuhi secara maksimal. 23 

Kesadaran hukum adalah suatu panduan sikap mental dan tingkah laku 

terhadap suatu permasalahan yang mempunyai segi hukum serta 

mempunyai pengetahuan mengenai seluk- beluk hukum, penghayatan atau 

internalisasi terhadap nilai- nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan 

terhadap hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum merupakan bobot 

pengetahuan, penghayatan, dan ketaatan hukum yang berlaku yang dapat 

diperlihatkan melalui bagaimana cara berpikir dan bertindak dalam kegiatan 

sehari- hari. Kesadaran hukum masyarakat merupakan dasar bagi 

 

 

 

 
 

21 Ali Achmad, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicial Prudence) termasuk Interprestasi Undang- Undang, Legisprudence: Kencana, hlm.510 
22 Ibid, hlm. 511 
23 Zulkarnain Hasibuan, 2013. Kesadaram Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat 

Dewasa Ini, Vol. 1, No. 1, diakses pada tanggal 22 Januari 2022, Pukul 21:12 WIB. 
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penegakan hukum sebagai proses, dimana kesadaran hukum dapat diukur 

melalui 5 (lima) indicator, yaitu:24 

1.  Pengetahuan hukum (law awareness) 
 

2.  Pemahaman hukum (law acquaintance) 

 
3.  Sikap hukum (legal attitude) 

 

4.  Pola perilaku hukum (legal behavior) 
 

5.  Rasa terikat dan terdorong untuk melakukan demi hukum 

 

G.  Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

1.  Jenis Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. 

Penelitian hukum empiris atau sosiologi adalah hukum meninjau atau 

menilik dirinya dari unsur- unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-  

fenomena social di dunia kenyataan (empiris), yang mempengaruhi prilaku 

hukum baik secara personal individual, maupun secara institusiona l 

masyarakat dan lembaga- lembaga hukum.25 Metode penelitian hukum 

empiris melakukan penelitian langsung di lapangan (field research).26 Maka 

dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian secara langsung di  

 

24 Hamda Sulfinanda, 2020. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat atas Studi 

Pelanggaran Peraturan Perundang- Undangan tentang Perkawinan, Yogyakarta: Dee Publish, 

hlm. 25 
25 Nurul Qamar dkk, 2017. Metode Penelitian Hukum, Makassar: CV. Social Politic 

Genius (SIGn), hlm. 5 
26 Ibid, hlm. 8 
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lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat adat kota 

pagaralam, serta melakukan wawancara dan meminta data penggunaan 

senjata tajam tradisional (kudok) pada Polres Kota Pagaralam. 

2.  Pendekatan Penelitian 

 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa 

pendekatan penelitian, diantaranya: 

a.  Pendekatan perundang- undangan ( statue approach ) 
 

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua 

undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani.27 Pendekatan undang- undang ini dapat 

membantu penulis dalam mempelajari adakah konsekuensi dan 

kesesuaian antara undang- undang yang satu dengan yang lain untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan. 

b.  Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) 
 

Merupakan pendekatan yang beranjak dari doktrin- doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum.28 Dengan menggunakan pendekatan 

ini, penulis dapat menemukan ide- ide yang melahirkan pengertian-  

pengertian hukum, konsep, dan asas- asas hukum yang relevan dengan 

isu- isu hukum yang dihadapi. 

 

 
 

 

 
hlm. 93 

27 Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 

 
28 Ibid. 
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c. Pendekatan sosiologis ( sociological approach ) 

 
Pendekatan ini melakukan pendekatan dengan cara melakukan studi 

empiris atau melakukan penelitian langsung ke lapangan dimana akan 

terkumpul suatu data yang merupakan hasil dari wawancara pada pihak 

terkait.29 

3.  Jenis dan Sumber Data 

 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mengumpulkan data- data 

dengan mengadakan penelitian berupa: 

a. Data Primer 
 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui 

wawancara dengan narasumber atau informan, dalam hal ini penulis 

akan mewawancarai tokoh adat Kota Pagaralam yaitu bapak Rozali 

Badillah yang merupakan kepala suku (Juray Tue) Semidang. Selain 

itu, penulis juga akan mewawancarai Ketua Lembaga Adat Kota 

Pagaralam, yaitu Bapak Firmansyah, S.H. dalam proses wawancara, 

penulis akan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan 

untuk dijawab oleh narasumber yang dianggap mengetahui 

permasalahan mengenai perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan 

senjata tajam tradisional (kudok) yang selanjutnya akan penulis catat 

dalam hasil penelitian. 

 

 

 
 

29 Jonaedi Efendi dkk, 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: 
Kencana, hlm. 152 
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Untuk penulisan skripsi ini, data primer didapatkan dari 

pengambilan populasi penelitian yang terdapat kaitannya dengan 

permasalahan yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah Polres Kota Pagaralam, tokoh adat Kepala Suku Semidang, yaitu 

Bapak Rozali Badillah dan juga Kepala Lembaga Adat Kota Pagaralam 

yaitu Bapak Firmansyah S.H. 

b.  Data Sekunder 

 
Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun 

data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 
 

Bahan Hukum yang memiliki sifat mengikat, yaitu: 
 

a) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) 

 
b)  Undang- Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 
 

Bahan Hukum sekunder meliputi studi kepustakaan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer baik dari 

literatur- literatur seperti undang- undang, makalah, dan lain- lain 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 
 

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang 

berasal dari buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media 

massa dan internet. 
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4.  Lokasi Penelitian 

 

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kota 

Pagaralam yang merupakan tempat tinggal masyarakat adat disana. Selain 

itu, penulis juga akan melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Kota 

Pagaralam dalam upaya penanganan terhadap kepemilikan senjata tajam 

tradisional yang tinggi dalam masyarakat adat Kota Pagaralam. 

5.  Populasi dan Sampel 

 

a. Populasi 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu jenis 

dari populasi yang dikemukakan oleh Margono, yaitu populasi 

bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur- unsurnya memilik i 

sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas- 

batasnya. Untuk penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia 

atau gejala- gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi 

yang heterogen.30 

Penulis akan mengidentifikasi populasi pada masyarakat 

adat Kota Pagaralam yang masih meneruskan tradisi yang memilik i 

kudok. Selain itu penulis juga akan mengidentifikasi populasi pada 

wilayah Polres Kota Pagaralam sebagai aparat penegak hukum yang 

menanggulangi tingginya penggunaan senjata tajam tradisiona l 

(kudok) dalam masyarakat adat Kota Pagaralam. 

 

 

 

30 Margono, 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 201 
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b.  Sampel 

 
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.31 Dalam melakukan pengambilan sampel, 

penulis menggunakan teknik Area Sample, dimana penarikan 

sampel dilakukan melihat perbandingan dari beberapa subpopulas i 

yang tidak sama jumlahnya. Subpopulasi yang ditetapkan 

berdasarkan daerah penyebaran subpopulasi yang hendak diteliti. 

Selain itu, penulis juga menggunakan Purposive Sampling 

yang merupakan salah satu teknik non random sampling dimana 

peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan 

ciri- ciri khusus yang sesuai dengan tujuan dari penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh 

penulis. Purposive Sampling lebih tepat digunakan oleh penelit i 

apabila memang sebuah penelitian memerlukan kriteria khusus agar 

sampel yang diambilnya nanti dapat memecahkan permasalahan dan 

sesuai dengan tujuan serta dapat memberikan nilai yang lebih 

representatif dalam penelitian.32 

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara 

yang pertama Kepala Suku Semidang yang merupakan salah satu 

suku di Kota Pagaralam yaitu Bapak Rozali Abdillah. Selanjutnya 

 

31 Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm. 56 

 
32 Anwar Hidayat, Purposive sampling- pengertian, tujuang, contoh, langkah dan rumus. 

https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html , Diakses pada 

24 Januari 2021, Pukul 15;42 WIB. 

https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html
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penulis juga akan melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga 

Adat Kota Pagaralam yaitu Bapak Firmansyah, S.H. Kemudian 

untuk sampel yang selanjutnya, penulis akan melakukan wawancara 

di Polres Kota Pagaralam. Adapun yang akan diwawancarai oleh 

penulis di Polres Kota Pagaralam diantaranya: 

1. Satu (1) kepala unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor 

Kota Pagaralam 

2. Satu (1) kepala unit Satuan Perawatan Tahanan dan Barang 

Bukti Kepolisian Resor Kota Pagaralam. 

3. Satu (1)   anggota Seksi Teknologi Informasi Polri pada 

Kepolisian Resor Kota Pagaralam. 

6.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam   penelitian   ini,   penulis   menempuh dua prosedur untuk 

memperoleh data yang benar dan akurat, yaitu: 

1) Studi Kepustakaan (Library Research) 

 
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 

literature seperti buku- buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelit ian 

dan peraturan perundang- undangan. 

 
 

2) Studi Lapangan (Field Research) 

 

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara 

lansung pada tempat dan objek penelitian. Prosedur studi lapangan 
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dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan 

dengan wawancara, dimana penulis akan menyiapkan beberapa 

pertanyaan mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti yang 

kemudian akan ditanyakan secara langsung kepada narasumber secara 

lisan hasil dari wawancara tersebut akan penulis buat dalam bentuk 

tulisan yang menjadi hasil dari penelitian ini. 

7.  Teknik Pengolahan Data 

 

Dalam melakukan pengolahan data pada penelitian ini, penulis akan 

mengumpulkan data secara terstruktur dari hasil studi kepustakaan dan studi 

lapangan. Pada proses studi kepustakaan, penulis akan mengolah data dari 

berbagai jenis referensi sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelit i. 

Kemudian untuk pengolahan data dari studi lapangan, penulis akan 

mengolah data dari hasil wawancara yang telah diperoleh dengan 

mencocokkan pada rumusan masalah yang sedang diteliti penulis dan 

disusun secara sistematis. 

8.  Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif terdiri dari perangkat atau 

rangkaian kegiatan yang bersifat interpretatif yang membuat apa yang ada 

di dunia ini menjadi nampal. Rangkaian kegiatan tersebut dapat terdiri dari 

catatan lapangan, wawancara, fotografi, rekaman dan catatan pribadi.33 

 

33 Ilham Junaid, 2016. Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata, Jurnal 
Kepariwisataan, Volume 10, No.1, hlm 63. Diakses pada 7 Oktober 2021 Pukul 21:48 WIB 
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Data- data yang telah diperoleh tersebut akan dianalisa dan disesuaikan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. 

9.  Penarikan Kesimpulan 

 

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan yang diambil penulis 

adalah dengan metode induktif. Metode ini menekankan pada pengamatan 

kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan. Setelah itu, penulis dapat mengambil kesimpulan dari khusus 

menjadi kesimpulan umum. 
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